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Abstrak
Akhmad Arisandy, Implementation of Regency Regulation Number 19 Year 2011 on Licensing of Certain additional item in Kutai Kartanegara. Under the guidance of Mrs. Kunti Widayati, S.H.,M.Hum as first mentors and Mrs. Isnawati S.H.,M.H as second mentors. The purpose of this study is to investigate the implementation of In Kutai Kartanegara's Regency Regulation Number 19 Year 2011 on Licensing of Certain levies related Fishing Permits in Tenggarong District and to find out how the implementation as well as obstacles in the implementation of regional regulation. Location of this study is a freshwater aquaculture in Tenggarong District. By using a snowball sampling technique, this study starts by taking a fishery in the Tenggarong district as samples or sources by collecting data using interviews. From the results of field studies on the implementation of In Kutai Kartanegara's Regency Regulation Number 19 Year 2011 on Licensing of Certain levies related Fishing Permits in Tenggarong District was never implemented in the fishery business activities of the fishery to Dinas Kelautan dan Perikanan of Kutai Kartanegara regency , because all parties in it are not aware of any regional regulation. Then the regulation has no constraint for never implemented, but the main obstacle comes precisely from the beginning or source relevant local rulemaking authority delegation that occurred prior to implementation. Local regulations should not be made ​​a mere formality or left floating without delegation of authority or duty, then stakeholders should make a rule to go through a public consultation so that rules are made can be implemented either
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A. PENDAHULUAN
Retribusi Perizinan Tertentu termasuk kedalam golongan retribusi daerah selain Retribusi Jasa Umum dan Retribusi Jasa Usaha. Menurut kemenkeu.go.id, Retribusi Perizinan Tertentu merupakan retribusi atas kegiatan tertentu pemda dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan yang pada dasarnya terdiri dari Retribusi Izin mendirikan bangunan, Retribusi Izin tempat Penjualan Minuman Beralkohol, retribusi Izin Gangguan dan Retribusi Izin Trayek
. Pada Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara No. 19 Tahun 2011 tentang Perizinan Tertentu
 disebutkan item tambahan yang berupa Retribusi Izin Usaha Perikanan yang merupakan upaya untuk menciptakan iklim usaha perikanan secara sehat dan mantap serta pencegahan penggunaan sarana usaha yang tidak sesuai dengan ketentuan yang dapat berakibat merusak ekosistem
Desakan agar Kutai Kartanegara memiliki Peraturan Daerah terkait usaha perikanan mulai menjadi isu pada 2009 dan sekitar Agustus 2010 mulai diadakan seminar yang bertujuan untuk sosialisasi dan menginformasikan kebijakan Pemkab dalam hal ini Bagian Administrasi Sumber Daya Alam mengenai Draft Final Peraturan Daerah tentang Usaha Perikanan sekaligus untuk mendapatkan masukan serta kritik yang akan bermanfaat demi kesempurnaan proses penyusunan Draf Final Peraturan Daerah tentang Usaha Perikanan tahun 2010. Juga untuk pembinaan dan pengawasan bidang perikanan yang merupakan salah satu upaya menciptakan iklim usaha perikanan secara sehat dan mantap serta pencegahan penggunaan sarana usaha yang tidak sesuai dengan ketentuan yang dapat berakibat merusak ekosistem. 

Pada 20 Oktober 2011 atau menjelang setahun setelah sosialisasi draft final perkara Peraturan Daerah Usaha Perikanan diterbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 15 Tahun 2011 tentang Usaha Perikanan dan kemudian menyusul Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara No. 19 Tahun 2011 tentang Perizinan Tertentu yang salah satu item di dalamnya adalah retribusi usaha perikanan yang terbit pada 23 Desember 2011 atau hanya berselang dua bulan dari Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 15 Tahun 2011 tentang Usaha Perikanan. Namun pada Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara No. 19 Tahun 2011 tentang Perizinan Tertentu tidak tercantum Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 15 Tahun 2011 tentang Usaha Perikanan Pada hal "mengingat" yang seharusnya saling terkait.
Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara No. 19 Tahun 2011 tentang Perizinan Tertentu bisa dianggap cukup menarik karena beberapa alasan seperti nama-nama yang menandatangani pada kedua Peraturan Daerah adalah orang yang sama, Peraturan Daerah yang seharusnya terkait seharusnya masih segar untuk dilupakan; tidak disebutkan bahwa terdapat kriteria usaha perikanan yang tidak memerlukan perizinan pada Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara No. 19 Tahun 2011 tentang Perizinan Tertentu sesuai Bab VIII Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 15 Tahun 2011 tentang Usaha Perikanan
; tidak disebutkan terdapat retribusi pada izin usaha perikanan pada Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 15 Tahun 2011 tentang Usaha Perikanan di Bab IV tentang Izin Usaha Perikanan dan Bab XII tentang Pungutan Usaha Perikanan
; Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 15 Tahun 2011 tentang Usaha Perikanan pada Bab IV Bagian Kedua Pasal 15 disebutkan bahwa "Ketentuan mengenai tata cara dan syarat-syarat pemberian SIUP, SIPI, dan SIKPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati."
, tanpa menyebut bahwa terdapat pengaturan selanjutnya pada Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara No. 19 Tahun 2011 tentang Perizinan Tertentu.

Dari pengamatan pra penelitian oleh penulis, dapat terlihat bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara No. 19 Tahun 2011 tentang Perizinan Tertentu tidak selaras dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 15 Tahun 2011 tentang Usaha Perikanan. 
Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah, maka diajukan masalah dalam penelitian ini yaitu :
1.  Bagaimana Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara No.19 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu terkait Retribusi Izin Usaha Perikanan di Kecamatan Tenggarong ?
2.  Bagaimana kendala dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara No.19 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu terkait Retribusi Izin Usaha Perikanan di Kecamatan Tenggarong ?
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mnegenai pelaksanaan dan kendala Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara No.19 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu terkait Retribusi Izin Usaha Perikanan di Kecamatan Tenggarong
B. Dasar Teori 

1.  Implementasi Kebijakan
Implementasi adalah suatu rangkaian aktifitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana yang diharapkan
. Rangkaian kegiatan tersebut mencakup persiapan seperangkat peraturan lanjutan yang merupakan interpretasi dari kebijakan tersebut 
2.  Faktor Pendukung implementasi kebijakan
Adapun syarat-syarat untuk dapat mengimplementasikan kebijakan negara secara sempurna menurut Teori Implementasi Brian W. Hogwood dan Lewis A.Gun yang dikutip Solichin Abdul Wahab , yaitu : 

a. Kondisi eksternal yang dihadapi oleh badan atau instansi pelaksana tidak akan mengalami gangguan atau kendala yang serius. Hambatanhambatan tersebut mungkin sifatnya fisik, politis dan sebagainya

b. Untuk pelaksanaan program tersedia waktu dan sumber-sumber yang cukup memadai 

c. Perpaduan sumber-sumber yang diperlukan benar-benar tersedia 

d. Kebijaksanaan yang akan diimplementasikan didasarkan oleh suatu hubungan kausalitas yang handal 

e. Hubungan kausalitas bersifat langsung dan hanya sedikit mata rantai penghubungnnya 

f. Hubungan saling ketergantungan kecil 

g. Pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan 

h. Tugas-tugas diperinci dan ditempatkan dalam urutan yang tepat 

i. Komunikasi dan koordinasi yang sempurna 

j. Pihak-pihak yang memiliki wewenang kekuasaan dapat menuntut dan mendapatkan kepatuhan yang sempurna.

3.  Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan
Sebagaimana maksud Bambang Sunggono, implementasi kebijakan mempunyai beberapa faktor penghambat, yaitu: 

a. Isi kebijakan 
1) Implementasi kebijakan gagal karena masih samarnya isi kebijakan

2) kurangnya ketetapan intern maupun ekstern dari kebijakan yang akan dilaksanakan.
3) Kebijakan yang akan diimplementasikan dapat juga menunjukkan adanya kekurangan-kekurangan yang sangat berarti.
4) Penyebab lain yang dapat terjadi karena kekurangan-kekurangan yang menyangkut sumber daya-sumber daya pembantu

b. Informasi 
Tidak ada informasi, misalnya akibat adanya gangguan komunikasi.

c. Dukungan 
Tidak cukupnya dukungan untuk pelaksanaan kebijakan tersebut.

d. Pembagian Potensi 
Struktur organisasi pelaksanaan dapat menimbulkan masalah-masalah apabila pembagian wewenang dan tanggung jawab kurang disesuaikan dengan pembagian tugas atau ditandai oleh adanya pembatasan-pembatasan yang kurang jelas.

4.  Peraturan Daerah
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Peraturan daerah atau disingkat perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Kepala Daerah baik di Propinsi maupun di Kabupaten atau Kota.

5.  Tujuan Peraturan Daerah
Tujuan utama dari suatu Peraturan Daerah menurut Rozali adalah untuk mewujudkan kemandirian daerah dan memberdayakan masyarakat. Dalam proses pembuatan suatu Peraturan Daerah, masyarakat berhak memberikan masukan, baik secara lisan maupun tertulis. Keterlibatan masyarakat sebaiknya dimulai dari proses penyiapan sampai pada waktu pembahasan rancangan Peraturan Daerah. Penggunaan hak masyarakat dalam pelaksanaannya diatur dalam peraturan tata tertib DPRD .

6.  Retribusi Perizinan Tertentu
Retribusi Perizinan Tertentu termasuk kedalam golongan retribusi daerah selain Retribusi Jasa Umum dan Retribusi Jasa Usaha. Menurut kemenkeu.go.id, Retribusi Perizinan Tertentu merupakan retribusi atas kegiatan tertentu pemda dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan yang terdiri dari Retribusi Izin mendirikan bangunan, Retribusi Izin tempat Penjualan Minuman Beralkohol, retribusi Izin Gangguan dan Retribusi Izin Trayek.

C. Metode Penelitian 
1.   Metode pengumpulan data 
Proses pengumpulan data menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi.
a. Metode Wawancara 
Dalam penelitian ini peneliti menggunakan alat pengumpulan data berupa pedoman wawancara diajukan secara langsung kepada responden yang terlibat, yaitu pengelola usaha perikanan. teknik yang digunakan dalam wawancara adalah Interview bebas terpimpin, yaitu kombinasi antara interview bebas dan interview terpimpin. Interview bebas, yaitu pewawancara bebas menanyakan apa saja, tetapi juga mengingat akan data apa yang dikumpulan sedangkan Interview terpimpin, yaitu interview yang dilakukan oleh pewawancara dengan membawa sederetan pertanyaan lengkap dan terperinci

b. Metode observasi 
Pada penelitian ini yang akan diobservasikan adalah Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara No.19 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu pada retribusi usaha perikanan di Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara

c. Metode Dokumentasi
Jenis dokumen yang akan di gunakan dalam penelitian ini adalah dokumen berupa foto dan laporan peneliti 
2.  Populasi dan Sampel
Populasi yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah Pengelola Usaha Perikanan di Kecamatan Tenggarong. Penelitian ini menggunakan menggunakan pola snowball sampling yang dimulai dari pengusaha perikanan.
D. Fokus Penelitian
Fokus penelitian ini berfokus pada Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara No.19 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu di Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara pada Retribusi Izin Usaha Perikanan dengan indikator sebagai berikut:
1.  Perlunya Informasi dan komunikasi dalam implementasi retribusi izin usaha perikanan Kecamatan Tenggarong.
2.  Pentingnya pengetahuan pemilik Usaha Perikanan terhadap implementasi retribusi izin usaha perikanan Kecamatan Tenggarong yang terhadap proses administratif dan hukum terkait Peraturan Daerah
3.  Adanya disposisi atau sikap pelaksana dari pengurus retribusi izin usaha perikanan Kecamatan Tenggarong.
4.  Perlunya proses pelayan dan Penyidikan terkait retrbusi izin usaha perikanan Kecamatan Tenggarong
E. Hasil Penelitian

Berdasarkan pembahasan hasil wawancara dengan narasumber yang terdiri dari 4 orang pengusaha perikanan hingga ke kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kutai Kartanegara untuk mengecek keabsahan data dan mengkonfirmasi jawaban-jawaban responden didapati bahwa:
1.  Proses Sosialisasi
a. Pengusaha perikanan tidak pernah mendapatkan sosialisasi apapun terkait Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara No. 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Perijinan Tertentu terutama pada Retribusi Izin Usaha Perikanan
b. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kutai Kartanegara tidak pernah mensosialisasikan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara No. 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Perijinan Tertentu mengenai Retribusi Izin Usaha Perikanan dengan alasan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kutai Kartanegara tidak mengetahui apapun terkait Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara No. 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Perijinan Tertentu
2.  Pengetahuan

a. Pengusaha Perikanan tidak mengetahui apapun tentang Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara No. 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Perijinan Tertentu mengenai Retribusi Izin Usaha Perikanan karena belum pernah disosialisasikan.

b. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kutai Kartanegara tidak mengetahui apapun tentang Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara No. 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Perijinan Tertentu mengenai Retribusi Izin Usaha Perikanan karena tidak pernah ikut serta dalam proses pembuatan, sosialisasi, bahkan implementasi.

3.  Disposisi

a. Kebanyakan pengusaha perikanan tidak terkait langsung dengan proses yang dimaksud pada Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara No. 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Perijinan Tertentu 
b. Tidak ada pelimpahan atau informasi terkait Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara No. 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Perijinan Tertentu mengenai Retribusi Izin Usaha Perikanan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kutai Kartanegara sehingga Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kutai Kartanegara tidak memiliki layanan terkait.

4.  Proses Pelayanan dan Tertib Adminsitrasi

a. Pengusaha Perikanan tidak memiliki pandangan yang jelas terkait Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara No. 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Perijinan Tertentu mengenai Retribusi Izin Usaha Perikanan sehingga tidak bisa memberikan informasi
b. Tidak ada gambaran yang jelas terkait Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara No. 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Perijinan Tertentu mengenai Retribusi Izin Usaha Perikanan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kutai Kartanegara sehingga Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kutai Kartanegara tidak memiliki layanan terkait

Sehingga untuk jawaban dari rumusan penelitian masalah dalam penelitian ini adalah :

1.  Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara No.19 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu terkait Retribusi Izin Usaha Perikanan di Kecamatan Tenggarong tidak pernah dilaksanakan atau diimplementasi pada kegiatan usaha perikanan di kecamatan Tenggarong baik dari pengusaha perikanan hingga pihak Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kutai Kartanegara karena semua pihak di dalamnya tidak mengetahui adanya Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara No.19 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu terkait Retribusi Izin Usaha Perikanan di Kecamatan Tenggarong  
2.  Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara No.19 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu terkait Retribusi Izin Usaha Perikanan tidak memiliki kendala dalam pertimbangan implementasinya karena tidak pernah diimplementasikan namun kendala utama justru berasal dari awal atau sumber pembuatan peraturan daerah khususnya terkait pelimpahan wewenang yang terjadi sebelum adanya implementasi.
F. Kesimpulan

1.  Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara No.19 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu terkait Retribusi Izin Usaha Perikanan di Kecamatan Tenggarong tidak pernah dilaksanakan atau diimplementasi pada kegiatan usaha perikanan di kecamatan Tenggarong baik dari pengusaha perikanan hingga pihak Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kutai Kartanegara karena semua pihak di dalamnya tidak mengetahui adanya Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara No.19 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu terkait Retribusi Izin Usaha Perikanan di Kecamatan Tenggarong 
2.  Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara No.19 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu terkait Retribusi Izin Usaha Perikanan tidak memiliki kendala dalam pertimbangan implementasinya karena tidak pernah diimplementasikan namun kendala utama justru berasal dari awal atau sumber pembuatan peraturan daerah khususnya terkait pelimpahan wewenang yang terjadi sebelum adanya implementasi
G. Saran
1.  Agar sebuah peraturan daerah tidak dibuat semata untuk formalitas atau dibiarkan mengambang tanpa pelimpahan wewenang atau tugas.

2.  Hendaknya membuat peraturan harus melalui konsultasi publik sehingga peraturan yang dibuat dapat diimplementasikan secara baik karena telah beradaptasi dengan kebutuhan masyarakat serta adaptif pada pihak yang menyelenggarakan pelayanan terkait peraturan tersebut.

3.  Rekomendasi untuk penelitian selanjutnya agar dapat meneliti tinjauan yuridis dari Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara No.19 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu terkait Retribusi Izin Usaha Perikanan bersama Peraturan daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 15 Tahun 2011 tentang Usaha Perikanan.
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